Menimbang

SALINAN

BUPATI WONOGIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA DI KABUPATEN WONOGIRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber
pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan
pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat dan kemandirian daerah;

b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
maka Retribusi Jasa Usaha yang meliputi  Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi
Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan,
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Tempat
Rekreasi dan Olahraga serta Retribusi Penjualan
Produksi Usaha Daerah pemungutannya menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah;

c. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum guna
memungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi
Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah
Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan,
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, serta Retribusi
Penjualan Produksi Usaha Daerah maka perlu diatur
mengenai Retribusi Jasa Usaha;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, maka perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten
Wonogiri;



Mengingat

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-

Undang Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia Il Nomor 9)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan
Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 1999 Nomor74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850);

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il
Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 2008 Nomor59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);



10.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

11.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4849);

12.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Indonesia
Nomor 4725);

13.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5015);

14.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025);

15.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

16.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5073);

17.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor
12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta;

19.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5145);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

22.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

23.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

24.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah Antara  Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

25.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5070);

26.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

27.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Wonogiri
Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat
I Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
Il Wonogiri Tahun 1988 Nomor 7);



28.Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2004

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 53);

29.Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 85);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Menetapkan :

dan
BUPATI WONOGIRI,

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DI
KABUPATEN WONOGIRI.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.

Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.

Pemerintan  Daerah adalah Bupati dan  Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati WWonogiri.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di
bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif
dan bentuk usaha tetap.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi,
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian  izin  tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh  Pemerintah  Daerah  untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha
dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas,
atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau badan.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah  dengan  menganut  prinsip-prinsip
komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh
sektor swasta.

Kekayaan Daerah adalah semua barang milik Daerah baik
yang bergerak  maupun yang tidak bergerak berupa
tanah, gedung/bangunan termasuk rumah dinas,
alat/perlengkapan, dan barang daerah lainnya yang dapat
dimanfaatkan dalam bentuk sewa, kerja sama pemanfaatan,
bangun guna serah dan bangun serah guna.

Barang milik Daerah adalah semua barang yang dibeli
atau diperoleh atas beban sebagian atau seluruhnya dari
anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan
lainnya yang sah.

Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum
yang digunakan  untuk  mengatur  kedatangan  dan
keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang
dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.

Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari
satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan
kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri
atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang
digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain
kendaraan yang berjalan di atas rel.

Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan
selain pengemudi dan awak kendaraan.

Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang
dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak
termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun
tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

Rumah potong adalah suatu bangunan atau kompleks
bangunan beserta peralatannya dengan desain yang
memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih hewan,
antara lain; sapi, kerbau, kambing, domba, babi dan unggas
bagi konsumsi masyarakat.

Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau
sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau
udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.

Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya
diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri,
jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

Pemotongan hewan ternak adalah kegiatan  untuk
menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan ante
mortem (pemeriksaan kesehatan sebelum hewan
disembelih), penyembelihan, dan pemeriksaan post mortem
(pemeriksaan daging dan bagian- bagiannya setelah selesai
penyelesaian penyembelihannya).

lkan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau
sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan
perairan.

Pembudidayaan ikan adalah adalah kegiatan untuk
memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta
memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol,
termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,
mengangkut, menyimpan, mendinginkan, = menangani,
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan
lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan
sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu
sistem bisnis perikanan.

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan
dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai
tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan
yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik
turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang,
berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi
dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan
kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat
perpindahan intra dan antar moda transportasi.

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis
apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, mesin
atau dengan tunda, termasuk kendaraan air yang berdaya
ujung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta
alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-
pindah.

Pandu adalah petugas pelaksana pemanduan vyaitu
seorang pelaut nautis yang memenuhi persyaratan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu
nahkoda agar olah gerak kapal dapat dilaksanakan
dengan selamat, tertib dan lancar.

Penundaan adalah pekerjaan mendorong, mengawal,
menjaga, menarik atau menggandeng kapal yang berolah
gerak, untuk bertambat atau untuk melepas dari tambatan
dermaga, breasting dolphin/pelampung, pinggiran dari kapal
lainnya menggunakan kapal tunda.

Retribusi Jasa Kepelabuhanan adalah retribusi yang
dipungut sebagai pembayaran atas jasa labuh/jasa tambat,
jasa penundaan dan pemanduan, dan jasa dermaga.

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh
seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi
tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan
pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang
dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Pariwisata adalahberbagai macam kegiatan wisata dan
didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh
masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Usaha kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang
terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta
multidisiplin yang  muncul sebagai wujud kebutuhan
setiap orang dan Negara serta interaksi  antara
wisatawan dan  masyarakat setempat, sesama wisatawan,
Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau
pemotong retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu
yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah
Daerah yang bersangkutan.
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan  data  objek dan  subjek retribusi,
penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai
kegiatan penagihan retribusi kepada waijib  retribusi serta
pengawasan penyetorannya.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran
retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir
atautelah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan
retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada
retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan
retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

Surat Teguran adalah surat peringatan kepada wajib retribusi
agar segera melunasi utang retribusi.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan retribusi daerah.

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi
wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan
penyidikan.

Penyidikan di bidang retribusi daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan Dbukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah
yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB Il
JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

@ "0 Q0T

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,;

Retribusi Terminal;

Retribusi Tempat Khusus Parkir;

Retribusi Rumah Potong Hewan;

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; dan

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ;
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah .



BAB llI
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut
Retribusi atas pemakaian barang milik daerah/kekayaan daerah.

Pasal 4

(1) Objek Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian
kekayaan Daerah.

(2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah  penggunaan
tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut yaitu

antara  lain  pemancangan tiang listrik/telepon  atau
penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon ditepi jalan
umum.

Pasal 5

(1) Subjek Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang
pribadi atau Badan yang memanfaatkan/memakai barang milik
daerah/kekayaan daerah.

(2) Waijib Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang
pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturanperundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi pemakaian kekayaan daerah, termasuk pemungut
atau pemotong retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 6

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 adalah golongan Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah,
diukur berdasarkan jenis kekayaan, lama waktu pemakaian,
peruntukan  pemakaian, nilai strategis/ekonomis pemakaian dan
jumlah/luas kekayaan daerah.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah untuk biaya
administrasi, biaya pengadaan, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya
penyusutan, biaya operasional, dan biaya pembinaan.
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Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
adalah sebagaimana tercantum dalam dalam Lampiran | yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Penerbitan izin atas pemanfaatan tanah yang merupakan kekayaan
daerah yang diperuntukkan untuk tower, usaha, baliho, bener,
spanduk, umbul-umbul, dan romtek yang terletak di tepi jalan
Negara harus mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah dan
yang terletak ditepi jalan Provinsi harus mendapatkan rekomendasi
dari Pemerintah Provinsi JawaTengah.

BAB IV
RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi atas Pemakaian
Terminal.

Pasal 12

(1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat
parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat
kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal
yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah
Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau
dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 13
(1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan

yang menggunakan/menikmati pelayanan pemakaian terminal.

(2) Waijib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi terminal,
termasuk pemungut atau pemotong Retribusi terminal.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 14

Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah
golongan Retribusi Jasa Usaha.
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Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa pelayanan terminal diukur berdasarkan
pada klasifikasi terminal, jenis kendaraan dan waktu penggunaan.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif

Pasal 16

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif
retribusi terminal adalah biaya administrasi, biaya pembangunan,
biaya perawatan, biaya penyusutan, biaya kebersihan dan biaya
penyelenggaraan.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 17

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 18

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi
atas penggunaan/pemanfaatan tempat khusus parkir kendaraan
yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah
Daerah.

Pasal 19

(1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat
khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Khusus Parkir
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat
parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh
Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 20

(1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi
atau badan yang menggunakan/memanfaatkan pelayanan
pemakaian tempat khusus parkir untuk tempat parkir kendaraan.

(2) Waijib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau
badan yang menurut ketentuan  peraturan  perundang-
undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi tempat khusus parkir, termasuk pemungut atau
pemotong Retribusi tempat khusus parkir.
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Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 21

Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam
Pasal18 adalah golongan Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir
diukur berdasarkan pada klasifikasi tempat parkir, jenis kendaraan
dan waktu penggunaan.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif

Pasal 23

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif
Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah biaya administrasi,
biaya pembangunan dan peralatan, biaya penyusutan, biaya
perawatan / pemeliharaan, biaya pengaturan, biaya kebersihan,
keamanan, asuransi dan biaya pembinaan.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 24
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

(1) Kendaraan yang diparkir di tempat khusus parkir dan telah
dibayarkan Retribusinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18, diberikan jaminan oleh Pemerintah Daerahatau pihak ketiga
yang ditunjuk untuk mengelola parkir di tempat khusus parkir.

(2) Bentuk jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
asuransi kehilangan atas kendaraan yang diparkir di tempat
khusus parkir.

(3) Premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber
dari penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai :
a. tata cara pengajuan klaim;
b. tata cara kerja sama dengan pihak ketiga yang ditunjuk
untuk mengelola parkir di tempat khusus parkir; dan
c. tata cara penunjukan pihak ketigayang mengelola
asuransi;
diatur dengan Peraturan Bupati.
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BAB VI
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 26

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi
atas jasa pelayanan kegiatan pemotongan hewan di rumah potong
hewan atau tempat pemotongan hewan oleh orang pribadi atau
badan.

Pasal 27

(1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan
penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewanternak termasuk
pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan
sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola
oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan
hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh
Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 28

(1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi
atau badan yang menggunakan/memanfaatkan jasa pelayanan
atas kegiatan pemotongan hewan dan pemanfaatan tempat di
rumah potong hewan atau tempat pemotongan hewan.

(2) Waijib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau
Badan yang menurut ketentuan  peraturan  perundang-
undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi rumah potong hewan, termasuk pemungut atau
pemotong Retribusi Rumah Potong Hewan.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 29

Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 adalah golongan Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Rumah Potong Hewan diukur
berdasarkan fasilitas rumah potong hewan dan jenis hewan potong.
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Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif

Pasal 31

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif
Retribusi Rumah Potong Hewan untuk biaya administrasi,
biaya pembangunan rumah potong hewan/tempat pemotongan
hewan, biaya pemeriksaan hewan, biaya pemotongan hewan, biaya
perawatan hasil hewan potong dan biaya kebersihan.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 32

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 33

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut
Retribusi sebagai pembayaran atas:

a. jasa labuh/jasa tambat;

b. jasa penundaan dan pemanduan; dan

c. jasa dermaga.

Pasal 34

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan
jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan
pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa
kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola
oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 35

(1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang
pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan jasa
pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di
lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi
atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, termasuk pemungut atau
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
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Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 36

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 adalah golongan Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 37

Tingkat penggunaan jasa Retribusi labuh, tunda dan pandu diukur
berdasarkan jumlah per Berat Kotor Kapal/Gross Tonnage (GT)/
kunjungan, per gerakan, jenis kapal dalam waktu tertentu.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif

Pasal 38

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan  dimaksudkan untuk
memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti investasi,
biaya perawatan, biaya penyusutan, biaya angsuran pinjaman,
biaya operasional yang berkaitan langsung dengan penyediaan
jasa dan biaya administrasi umum.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 39

Struktur dan besarnya tarif R etribusi P elayanan
Kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

BAB VIII
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 40

Dengan nama Retribusi Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi
atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang
disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 41

(1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan  Olahraga adalah
pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang
disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Rekreasi dan
Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang
disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN,
BUMD, dan pihak swasta.
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Pasal 42

(1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang
pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati jasa
pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang
disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Waijib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang
pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga,
termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat
Rekreasi dan Olahraga.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi
Pasal 43
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 adalah golongan Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 44

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Rekreasi dan
Olahraga diukur berdasarkan pada biaya administrasi, penyediaan
fasilitas dan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif

Pasal 45

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dimaksudkan untuk
memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti investasi,
biaya pembinaan, biaya operasional dan biaya administrasi umum.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 46

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 47

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut
Retribusi atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.
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Pasal 48

(1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 adalah penjualan hasil produksi usaha
Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak
swasta.

Pasal 49
(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan
pelayanan penjualan produksi usaha Daerah.

(2) Waijib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
ketentuan peraturan perundang - undangan Retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penjualan
Produksi Usaha Daerah.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi
Pasal 50
Retribusi penjualan Usaha Produksi Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 adalah golongan Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 51

Tingkat penggunaan jasa Retribusi adalah jumlah penggunaan jasa
yang dijadikan dasar alokasi beban biaya penyediaan produksi usaha
Daerah.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif
Pasal 52

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif
Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa
yang bersangkutan , kemampuan masyarakat , aspek keadilan dan
efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 53

Struktur dan besarnya tarif retribusi Penjualan Usaha Produksi
Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIl yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 54
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
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BAB Xl
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 55

Masa Retribusi adalah jangka waktu subjek Retribusi untuk
mendapatkan pelayanan, fasilitas dan/atau memperoleh manfaat
dari Pemerintah Daerah.

Pasal 56

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XlI
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 57
(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan
perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XiIll
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 58
(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

(4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif
berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari
retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan
ditagih dengan menggunakan STRD.

(5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) didahului dengan Surat Teguran.

(6) Penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk
mendanai  kegiatan yang Dberkaitan langsung dengan
penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

(7) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi akan diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.
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Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 59
(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat 15 (lima
belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(3) Penyetoran penerimaan hasil retribusi ke kas Daerah harus
dilaksanakan paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.

(4) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran
Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Keberatan

Pasal 60

(1) Waijib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya
kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika W ajib
Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu
tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak
atau kekuasaan Wajib Retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar
Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 61

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan
atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat
Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk
memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa
keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya
Retribusi yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan,
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
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Pasal 62

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling
lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI
Pasal 63
(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan

pembebasan Retribusi.

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan
dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

(3) Tata cara permohonan dan pemberian pengurangan,
keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 64

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu
keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi
dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya,
kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
dahulu utang utang Retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling
lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau
SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan
setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga
sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
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(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Bupati.

BAB XVI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 65

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa
setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat
terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan
tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tertangguh jika:
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik
langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak
tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan wutang retribusi secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi
dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XVII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
Pasal 66

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak
untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat
dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi
yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
PEMERIKSAAN
Pasal 67

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguiji
kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka
melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
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(2)

(3)

(2)

3)

(4)

()

(1)

(2)

Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :

a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang
berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau
ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan
guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan
Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIX
PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 68

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi Jasa
Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan untuk
mendanai kegiatan yang Dberkaitan langsung dengan
pelayanan yang bersangkutan.

Alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a
khususnya penerimaan retribusi dari sewa tanah eks tanah
bondo desa yang Dberlokasi di kelurahan dalam wilayah
Kabupaten Wonogiri, dipergunakan untuk Kecamatan sebesar
10% (sepuluh persen) dan Kelurahan sebesar 20%
(dua puluh persen)dari seluruh penerimaan.

Alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi Pelayanan Rumah
Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d,
adalah untuk peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah
potong hewan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari
seluruh penerimaan.

Alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan
Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, adalah
untuk peningkatan dan pengembangan pelayanan dan
pemeliharaan tempat rekreasi dan olah raga milik
Pemerintah Daerah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari
seluruh penerimaan.

Alokasi pemanfaatan Retribusi Penjualan Usaha Produksi Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h adalah :

a. penjualan benih tanaman dan ikan sebesar 70 % ( tujuh puluh
persen ) dari seluruh penerimaan untuk operasional ;

b. penjualan straw sebesar sebesar 85 % ( delapan puluh lima
persen ) dari seluruh penerimaan untuk operasional .

BAB XX
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 69

Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat
diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
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ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif akan diatur
lebih lanjut dengan Peraturan  Bupati  berpedoman  pada
peraturan perundang-undangan.

BAB XXI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 70

Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan

Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik

untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi,

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara

Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat

pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah

yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindakpidana di  bidang
retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih
lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaranperbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan

tindak pidana di bidang retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau
dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
retribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

j- menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII
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KETENTUAN PIDANA

Pasal 72
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan

paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3
(tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang
dibayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
penerimaan Negara.

BAB XXIlI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 73

(1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan
oleh Bupati.

(2) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanan Peraturan
Daerah ini dilakukan oleh Wakil Bupati, Inspektorat ,Kepala Satuan
Polisi Pamong Praja dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

BAB XXIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan
mengenai pengaturan masing-masing jenis retribusi jasa usaha
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini masih berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan/atau
sampaidenganditetapkannyaketentuanmengenai pengaturan masing-
masing jenis retribusi jasa usaha sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 75
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Wonogiri Nomor 5
Tahun 984 tentang Penyelenggaraan Balai Benih lkan Kabupaten
Daerah Tingkat Il Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat Il Wonogiri Tahun 1985 Nomor 2);

b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Wonogiri Nomor
4 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
(Lembaran  Daerah  Kabupaten Daerah Tingkat |l Wonogiri
Tahun 1999 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2005
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat I Wonogiri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi
Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri
Tahun 2005 Nomor 11);

c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Wonogiri Nomor
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6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat [l Wonogiri Tahun
1999 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
I Wonogiri Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2000 Nomor 26);

d. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2002
tentang Retribusi Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2002 Nomor
36);

e. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2002
tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2002 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 40);

f. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 24 Tahun 2002
tentang Retribusi Pelayanan Inseminasi Buatan (IB) (Lembaran
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2002 Nomor 24);

g. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2003
tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun 2003 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 47) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun
2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Wonogiri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Rumah
Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun
2003 Nomor 8)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 1 Pebruari 2012

BUPATI WONOGIRI,
Cap. ttd.
DANAR RAHMANTO
Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 1 Pebruari 2012
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI,
Cap. ttd.
BUDISENA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2012
NOMOR 2
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA DI KABUPATEN WONOGIRI

UMUM

Hasil penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan
yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
khususnya bagi daerah Kabupaten dan Kota. Sebagian besar
pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana
alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh
kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk
mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan
penerimaan Daerah untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam
rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah,
walaupun dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi
kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan potensi sumber pendapatan
Daerah di Kabupaten Wonogiri,khususnya yang berkaitan penggunaan/
pemanfaatan kekayaan Daerah yang belum optimal, maka Pemerintah Daerah
menyediakan pelayanan yang berkaitan dengan penggunaan/pemanfaatan
kekayaan Daerah tersebut.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka terhadap pelayanan yang berkaitan
dengan penggunaan/pemanfaatan kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud di
atas, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk memungut retribusi
atas jasa pelayanan yang telah diberikan tersebut.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk
melakukan pemungutan retribusi atas pelayanan jasa usaha, maka perlu
dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten
Wonogiri. Adapun jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam Peraturan
Daerah ini terdiri atas :

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,;
Retribusi Terminal;

Retribusi Tempat Khusus Parkir;

Retribusi Rumah Potong Hewan,;

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. dan
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

@"paoop

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
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Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Yang dimaksud dengan tepi jalan adalah daerah milik jalan (Damija) yang
menjadi kewenangan Pemerintah atau Pemerintah Propinsi.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup Jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Yang dimaksud dengan “mobil bus besar” adalah setiap kendaraan
bermotor yang dilengkapi lebih dari 36 (tiga puluh enam) tempat
duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan
maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
huruf ¢
Yang dimaksud dengan “mobil bus sedang” adalah setiap kendaraan
bermotor yang dilengkapi dengan 21 (dua puluh satu) sampai
dengan 35 (tiga puluh lima) tempat duduk tidak termasuk tempat
duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan
pengangkutan bagasi.
huruf d
Yang dimaksud dengan “mobil bus kecil” adalah setiap kendaraan
bermotor yang dilengkapi dengan 9 (sembilan) sampai dengan 20
(dua puluh) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi,
baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
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Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Huruf a
Angka 1
Yang dimaksud dengan “kendaraan tidak bermotor” adalah setiap
kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Cukup jelas
Angka 6
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Huruf a
Jasa labuh adalah jasa yang diberikan terhadap kapal yang berlabuh
dengan aman sambil menunggu pelayanan berikutnya untuk bertambat
di pelabuhan atau untuk bongkar muat atau melaksanakan kegiatan
lainnya.
Jasa tambat adalah jasa yang diberikan terhadap kapal untuk bertambat
pada tambatan dermaga beton, besi, dan kayu Breasting Dolphin dan
pengairan, serta kapal yang merapat pada kapal lain yang sedang
tambat.
Huruf b
Jasa penundaan adalah jasa yang diberikan terhadap pekerjaan
mendorong, menarik atau menggandeng kapal yang berolah gerak,
untuk bertambat ke atau untuk melepas dari dermaga, jembatan,
pelampung, dolphin dan kapal lainnya dengan menggunakan kapal
tunda.
Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu Nakhoda agar
gerak kapal dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar.
Huruf c
Jasa dermaga adalah jasa yang diberikan terhadap segala sesuatu yang
berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan
lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang
kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang
dan/atau barang, keselamatan berlayar, serta tempat perpindahan intra
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dan/atau antar moda.

Pasal 34

Cukup jelas.
Pasal 35

Cukup jelas.
Pasal 36

Cukup jelas.
Pasal 37

Cukup jelas.
Pasal 38

Cukup jelas.
Pasal 39

Cukup jelas.
Pasal 40

Cukup jelas.
Pasal 41

Cukup jelas.
Pasal 42

Cukup jelas.
Pasal 43

Cukup jelas.
Pasal 44

Cukup jelas.
Pasal 45

Cukup jelas.
Pasal 46

Cukup jelas.
Pasal 47

Cukup jelas.
Pasal 48

Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah antara lain benih tanaman

straw ( termasuk pelayanan inseminasi buatan ) dan bibit ikan .
Pasal 49

Cukup jelas.
Pasal 50

Cukup jelas.
Pasal 51

Cukup jelas.
Pasal 52

Cukup jelas.
Pasal 53

Cukup jelas.
Pasal 54

Cukup jelas.
Pasal 55

Cukup jelas.
Pasal 56

Cukup jelas.
Pasal 57

Cukup jelas.
Pasal 58

Cukup jelas.
Pasal 59

Cukup jelas.
Pasal 60

Cukup jelas.
Pasal 61

Cukup jelas.

29



Pasal 62

Cukup jelas.
Pasal 63

Cukup jelas.
Pasal 64

Cukup jelas.
Pasal 65

Cukup jelas.
Pasal 66

Cukup jelas.
Pasal 67

Cukup jelas.
Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan

Daerah dilakukan setelah disetor 100% (seratus persen) ke kas daerah.
Ayat (3)

Alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi Pelayanan Rumah Potong

Hewan dilakukan setelah disetor 100% (seratus persen) ke kas daerah.

Ayat (4)
Alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan
Olahraga dilakukan setelah disetor 100% (seratus persen) ke kas
daerah.

Ayat (5)
Alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi Penjualan Usaha Produksi
Daerah dilakukan setelah disetor 100% (seratus persen) ke kas

daerah.

Pasal 69

Cukup jelas.
Pasal 70

Cukup jelas.
Pasal 57

Cukup jelas.
Pasal 71

Cukup jelas.
Pasal 72

Cukup jelas.
Pasal 73

Cukup jelas.
Pasal 74

Cukup jelas.
Pasal 75

Cukup jelas.
Pasal 76

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 103
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